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ABSTRAK

Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah rapat umum pemegang saham.
Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan
perusahaan. Keputusan rapat umum pemegang saham akan menjadi dokumen hukum
baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki
kekuatan bukti jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian
dituangkan ke dalam akta notaris yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham.
Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham hanya
bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan.

Kata Kunci: Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Otentik, Notaris.

ABSTRACT

One of the important organ of a company is the general meeting of shareholders. The
general meeting of shareholders is a top forum for decision-making of a company.
Decision of general meeting of shareholders will be a legal document both for
shareholders and for the company itself. The decision will have the strength of evidence
if it has been recorded in the minutes general meeting of shareholders which is then
poured into a notarial deed which is named General Meeting of Shareholders. Public
Notary as a public official in the deed General Meeting of Shareholders is only
responsible for the correctness of the formal deed the minutes of the meeting.

Keywords: Dosier, Shareholder, Meeting, Authetntic Act, Notary.

PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan
merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT No0.40 Tahun 2007 setiap

penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh
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semua peserta RUPS. Dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang
dibuat dihadapan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan
umum atau dminta oleh para pihak yang membuat akta.®

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang kemudian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014, dinyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.
Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-
undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan
hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak
yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi masyarakat secara
keseluruhan.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung
maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dahulu
orang dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah
pihak secara lisan, dengan dilandasi atas dasar saling percaya mempercayai, berbeda halnya
dengan zaman sekarang, dimana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan
perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis

atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik.?

! Sudikno Mertokusumo, Arti Penemuan Hukum bagi Notaris, Renvoi, (Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004), him.49.
2 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberti, Yogyakarta, 1984, him.2.
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Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang
diberitanukan oleh para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk
memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti
dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi
jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta.
Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak
menyetujui isi akta otentik yang ditandatanganinya. *

Mengacu dari latar belakang diatas, maka yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu
tentang bagaimana kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki
kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan bagaimana tanggung jawab notaris atas
kebenaran risalah rapat tersebut sehingga menjadi akta otentik. mengingat dalam hal
pembuatan risalah yang dibuat oleh Notaris bahwa Notaris hanya menguraikan secara otentik
suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya dalam

menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis-normatif, dengan menjadikan
bahan hukum sebagai data utama. Bahan hukum terbagi dalam bahan hukum primer dan
sekunder. Dengan menggunakan pendekatan ini, dipandang akan terjawab masalah yang ingin

dibahas dalam penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

3 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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Dalam perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan
perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah
Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan peraturan pengganti terhadap
peraturan Jabatan Notaris (Stb.1660-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie
(Stb.1860-3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang
kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan
secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum
menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan. Kepastian, ketentuan dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu
lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan
dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut
pengetahuan luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, dan
inti tugas Notaris adalah mengatur secara mufakat yang meminta jasa Notaris. Menurut Ismail
Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki
unsur-unsur sebagai berikut:

a) Mempunyai integritas moral yang mantap;
b) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
c) Sadar akan batas-batas kewenangannya;

d) Tidak semata-mata berdasarkan uang.*

* Ismail Saleh, dalam Liliana Tedjo Saputra, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing,
Yogyakarta, 1995, him. 86.
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Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan oleh

para Notaris adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

kode

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral
yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas
profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang
bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

Seorang Notaris harus jujur tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Dia harus
mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk
menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu
merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. la harus menaati
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa
yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku
profesionalapabila seorang Notaris ternyata berdomosili dan bertempat tinggal tidak
ditempat kedudukannya sebagai Notaris atau memasang papan nama dan mempunyai kantor
tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang
untuk menjalankan Jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut
dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.

Sekalipun keahlian seseorang dapat dimafaatkan sebagai upaya yang lugas untuk
mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata
didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang pancasilais harus tetap berpegang
teguh kepada rasa keadilan yang hakiki tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak
semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum tapi
mengabaikan rasa keadilan.

Sehingga, dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada

etik Jabatan Notaris. Dalam kode etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa

kaedah yang harus dipegang oleh Notaris (selain memegang teguh kepada Jabatan Notaris),

diantaranya adalah:

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:

1. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan
jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

2. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama
sekali dalam bidang hukum.

3. Berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris baik
didalam maupun diluar tugas jabatannya.

b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :

1. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa
tanggung jawab.

2. Menggunakan satu kantor sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan
tidak membuka kantor cabang dan perwakilan serya tidak menggunakan perantara.

3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

¢. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :

® Ibid, him. 87.
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1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan
sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk memcapai kesadaran hukum yang tinggi,
agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.
d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah :
1. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
2. Tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan Korps Notaris atas dasar solidaritas dan sifat
tolong menolong secara konstruktif.°
Dengan kedudukan tersebut notaris diharapkan dapat menjadi pihak yang sangat
berperan dalam menjamin kepastian hukum bagi kepentingan umum demi terjaminnya

keadilan dan ketertiban.

2) Kedudukan Risalah RUPS Sebagai Akta Otentik

Peran notaris sebagai pejabat umum salah satunya adalah dalam hal pembuatan akta
otentik, disamping pembuatan surat-surat lainnya seperti surat keterangan (cover note), surat
laporan mengenai wasiat dan lain-lain. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham suatu perseroan. Kedudukan notaris menjadi penting, terutama
dalam hal pembuatan Berita Acara Risalah Rapat RUPS.

Peran Notaris dalam pembuatan risalah rapat RUPS dapat dilihat dari pendapat umum
yang dianut pada setiap akta otentik, dimana notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran
isi yang termuat dalam suatu akta, atas apa yang dilihat dan yang disaksikan berkaitan suatu
peristiwa mengenai perbuatan hukum. dengan demikian sehingga akta yang dibuat memiliki
nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik.

Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan Rapat Umum pemegang
Saham (RUPS) dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu sebagai akta relaas (akta pejabat) yaitu
yang dibuat oleh notaris, dan dalam bentu akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan

Notaris. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

6 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him. 51-52.
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Notaris, menentukan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris,
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Berkaitan dengan
ketentuan tersebut, maka untuk risalah RUPS dapat dituangkan dalam salah satu bentuk akta
tersebut.

Kekuatan Risalah RUPS memiliki kekuatan yuridis, manakala keputusan RUPS
dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta relaas maupun dalam
bentuk akta partij. Dalam hal Notaris hadir pada saat berlangsungnya RUPS maka akta yang
dibuat oleh notaris berupa akta relaas yang disebut dengan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke Notaris
untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan kedalam akta partij yang
diberi nama Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua bentuk akta yang
memuat risalah rapat RUPS memuat nilai pembuktian, sejauh prosedur dan persyaratan
memenuhi ketentuan perundang-undangan. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

" dimana dalam akta tersebut Notaris

(RUPS) termasuk dalam akta relaas,
menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa
yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga akta relaas
dapat memiliki kekuatan sebagai akta otentik.

Sebagai akta otentik, maka Risalah RUPS memiliki nilai pembuktian yuridis. Ada 3
kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta otentik, yakni kekuatan pembuktian
lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.®

a) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijsracht)
Dengan kekuatan pembuktian lahirian ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri

untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUH

Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang diberikan dibawah tangan; akta yang dibuat

" G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., him. 52.
8 Supriadi, Op. Cit, him. 55-63.
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dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang terhadap
siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari
tandatangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap
sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau
seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin : “acta publica probant sese ipsa”. Apabila
suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-
katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang
dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.®

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini,yang merupakan pembuktian
lengkap -dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya- maka “akta partij” dan “akta
pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta
otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang
bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa
tanda tangan itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui “valsheidsprocedure” menurut pasal
148 dan seterusnya KUH Perdata, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-
surat (bescheiden), saksi-saksi (getuigen) dan ahli-ahli (deskundigen). Jadi dalam hal ini
(yakni  pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriah  melalui
“valsheidsprocedure’), yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari
pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu. Siapa yang tidak
menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu, akan tetapi menggugat kompetensinya
(misalnya yang membuat itu bukan notaris atau membuat akta itu diluar wilayah jabatannya),
bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh cara

“valsheidsprocedure”.*

® G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, him. 55.
1% 1bid, him. 55.
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Seperti diuraikan diatas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang
dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya
perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-
perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibawah tangan, seperti
misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta otentik untuk beberapa
perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan
dengan hukum pembuktian.

b) Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijsracht)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat
yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisannya, sebagaimana yang tercantum dalam
akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu
sebagai yang dikabulkan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya tersebut. Dalam
arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke akte), akta itu membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengan dan juga dilakukan sendiri
oleh notaris sebagai pajabat umum didalam menjalankan jabatannya.

Pada akta yang dibuat dibawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi
kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang
menanda tanganinya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran
tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir
(comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta
partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang
kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri

(demikian menurut pendapat yang umum-heersende leer).™

1 1bid, hlm. 57.
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Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini —juga dengan tidak mengurangi
pembuktian sebaliknya- yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta
pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat
di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang
ada dalam akta partij maupun didalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal
dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan
mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku
pembatasan mengenai “valsheidsprocedure”. Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat
keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi
pemalsuan dalam materi dari akta itu (materieel geknoel) misalnya adanya perkataan-
perkataan yang dihapus atau digati dengan yang lain ataupun ditambahkan. Hal ini berarti
menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (materiele valsheid) dan untuk itu harus ditempuh
“valsheidsprocedure” (Pasal 148 sub 3 KUH Perdata).

Dalam pada itu siapa menuduh bahwa akta itu memuat “keterangannya”
(vertijverklaring) yang tidak ada diberikannya, maka hal ini ada dua kemungkinan.

Pertama ia dapat langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat dari
bagian bawah dari akta itu adalah tanda tangannya; ia dapat mengatakan bahwa tanda tangan
yang kelihatannya itu sebagai dibubuhkan olehnya, adalah dibubuhkan oleh orang lain dan
karenanya dalam hal ini ada pemalsuan, dan pemalsuan ini ia boleh membuktikannya melalui
“valsheidsprocedure” (Pasal 148 sub 3 KUH Perdata).

Kedua ia dapat mengatakan bahwa notaris melakukan kekhilafan/ kesalahan (ten
onrechte) dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan
yang berasal daripadanya; dalam ini ia tidak menuduh tanda tangan itu palsu, akan tetapi
menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu adalah tidak benar (intelectuele valsheid), suatu
pengertian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “valsheidsprocedure”, dalam hal ini

tidak ada pemalsuan (geknoei), melainkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja,
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sehingga dalam hal ini tuduhan itu bukan terhadap pembuktian formal, akan tetapi terhadap
kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris itu, untuk pembuktian dari yang
terakhir mana dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang diperkenankan menurut
hukum.

¢) Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijsracht)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik,
terdapat perbedaan keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan
dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya
dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap
dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu
sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “preuve preconstituee”; akta itu
mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam
Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli
waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian lengkap tentang kebenaran
dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan
didalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (blote mededeling) dan yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Dalam berbagai arrest dari H.R (Hoge Raad) diakui tentang kekuatan pembuktian
material itu. Dalam arrestnya tanggal 19 Desember 1921 (N.J.1922,272 W.10862) H.R.
memutuskan dalam suatu perkara pemalsuan (valsheidsprocedure), bahwa akta notaris
mengenai jual beli adalah untuk membuktikan dan memang membuktikan berdasarkan Pasal
1907 N.Bw.(Pasal 1870 KUH Perdata), bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenai
itu dihadapan notaris, akan tetapi juga membuktikan bahwa para pihak telah mencapai

persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, jadi dengan demikian telah
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mengadakan perjanjian itu sehingga akta itu juga adalah untuk membuktikan tentang harga
penjualan dan pembelian dan kebenaran dari apa yang diterangkan para pihak mengenai itu.'?

Dalam perkara yang serupa itu juga H.R. memutuskan dalam arrestnya tanggal 26
November 1934 (N.J 1934,1608;W.12839) bahwa keterangan yang terdapat dalam akta
pendirian Perseroan Terbatas mengenai jumlah yang telah disetor, dengan tidak dapat
disangsikan merupakan kenyataan, terhadap mana apa itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang lengkap, terhadap mana akta dapat dikatakan diperuntukkan untuk menyatakan
kebenaran dari kenyataan itu.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar,
isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjasi terbukti dengan sah
diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian:

a. Bahwa akta itu, apabila digunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak
diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;

b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa,
yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.

Di atas telah diuraikan bahwa suatu akta otentik apabila dipergunakan dimuka
pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian
lainnya disamping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan “vrije
bewijstheorie” yang berarti bahwa kesaksian para saksi tidak mengikat hakim pada alat itu,
akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimana Undang-Undang mengikat hakim pada
alat bukti tersebut. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya Undang-Undang menunjuk para
pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti juka hakil begitu saja

dapat mengenyampingkannya.®

12 1hid, him. 60.
13 1bid, hlm. 60-61.
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Dalam hal berita risalah rapat RUPS orang dapat mengemukakan pendapat bahwa sulit
untuk mengatakan adanya pembuatan akta secara palsu (valselijk opgonrecht), oleh karena
akta notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada diberikan sesuatu keterangan
dan bukan juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan itu, dengan
perkataan lain, akta itu dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang lain
dari pada keterangan dari para pihak (Pasal 63 ayat 1) demikian halnya dalam akta risalah
rapat RUPS.

Dengan demikian, berdasarkan kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formal
maupun pembuktian material sebagai mana yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa
memang notaris terlindungi penuntutan dari akta risalah rapat yang disahkannya.

Namun demikian, perlindungan ini merupakan konsekuensi yang menjadikan kewajiban
dari notaris dalam pembuatan risalah rapat. Notaris harus berupaya menyelesaikan konflik
yang ditemui dalam pembuatan risalah rapat RUPS. Sehingga dalam menjalankan tugas
profesinya, notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini segala

pertimbangan orang harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.

KESIMPULAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu peseroan
merupakan organ yang sangat penting dalam rangka mengambil berbagai kebijakan berkaitan
dengan perseroan. Agar hasil RUPS ini memiliki kekuatan yuridis, maka penyelenggaraan
RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS
untuk dituangkan dalam satu akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.

Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta yang
memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik, apabila sudah dituangkan kedalam akta
notaril. Kedudukan akta Notaris berkaitan dengan Risalah RUPS merupakan suatu dokumen

tentang suatu peritiwa hukum berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Yang
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memiliki baik nilai pembuktian lahiriah, pembuktian formal maupun memuat nilai
pembuktian materil.

Selaku pejabat umum notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang
dibuatnya, yaitu yang didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notaris tidak
dapat dituntut atas kebenaran dari isi risalah rapat RUPS tersebut, akan tetapi Notaris harus
berpegang teguh kepada kode etik Jabatan Notaris yang telah menetapkan kaedah yang

mengikat Notaris, selain apa yang talah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
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